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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penetapan Status Ayah Biologis Dari Anak Hasil Luar
Perkawinan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1055
K/Pdt/2023)". Perkara ini merupakan gugatan pengakuan anak yang diajukan
oleh Wenny Ariani Kusumawardani selaku Penggugat terhadap Rezky Adhitya
Dradjamokmo selaku Tergugat karena pihak Tergugat tidak mau mengakui bahwa
anak yang dilahirkan oleh Penggugat adalah anak biologis dari Tergugat. Sampai
pada tingkat kasasi Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang dilahirkan
Penggugat adalah anak biologis Tergugat. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah Bagaimana keabsahan anak yang lahir di luar perkawinan untuk bisa
diberikan penetapan terhadap ayah biologis berdasarkan putusan Mahkamah
Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 serta pertimbangan hakim mengenai penetapan
status ayah biologis dari anak hasil luar perkawinan berdasarkan putusan
Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan
undang-undang dan pendekatan kasus, Hasil dari penelitian ini menjelaskan
bahwa keabsahan anak yang lahir di luar perkawinan sangat dipengaruhi oleh
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut
dikategorikan sebagai anak luar kawin yang dapat diakui, adanya Fatwa MUI
Nomor 11 Tahun 2012. Serta pada perkara ini hakim mempertimbangkan dari
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, terbukti Penggugat dan
Tergugat pemnah hidup serumah, dan terbukti adanya ikatan biologis antara sang
anak dan Tergugat yaitu ayah biologisnya.

Kata Kuncl : Anak Luar Kawin, Ayah Biologis, Putusan Mahkamah Agung

Pembimhiag Utama Pembimbing Pembantu

\
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. Dian AfriVia, S.H., M.H,
NIP. 196511011992032001 NIP. 198204132015042003

Mengetahui, 4
Ketua Bagian Huk?m,l’@ta
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha
Esa kepada kedua orang tua yang harus dijaga, dirawat serta dipelihara. Setiap
anak yang dilahirkan di dunia memiliki hak serta kewajiban. Untuk memenuhi
hak dan kewajban tersebut diperlukan peran penting dari para orang tua agar
anak tersebut dapat mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka. Secara
umum anak dapat didefinisikan sebagai keturunan atau generasi yang didapat
dari hasil hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) yang
dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan didalam suatu ikatan
perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.!

Perkawinan merupakan lembaga yang sangat penting didalam kehidupan
masyarakat menjadikan wadah bagi para orang tua untuk mendidik anak-anak
mereka dengan tujuan menjadi keluarga yang utuh dan bahagia. Dalam Pasal 1
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut
UUP), dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.?

! Nikmah Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung: Universitas
Lampung, 2019, him. 3
2 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, 2014, him. 33



Dalam suatu ikatan perkawinan, tentu timbul akibat-akibat hukum bagi
suami dan istri. Akibat-akibat hukum tersebut berdasarkan UUP, timbul dari
berbagai aspek yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan salah satunya
mengenai kedudukan anak-anak yang lahir dari perkawinan.® Dalam Pasal 42
UUP dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang sah.

Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan
kepercayaan masing-masing serta dicatatkan di instansi terkait menurut
hukum yang berlaku.* Akibat hukum perkawinan yang sah salah satunya
terkait dengan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang
sah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta
ayahnya dan keluarga ayahnya. Anak tersebut merupakan keturunan yang sah
yang didasarkan dari adanya perkawinan yang sah. Disamping itu, adanya
perlindungan hukum yang lebih jelas terhadap status hukum anak yang sah
dibandingkan status hukum anak yang lainnya.®

Masalah yang sering terjadi di masyarakat yaitu masih banyak terjadi
penyimpangan-penyimpangan, seperti melakukan perkawinan di bawah
tangan. Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak

dicatatkan di instansi terkait menurut perundang-undangan yang berlaku tetapi

3 Ni Ketut Sari Andnyani, “Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan
dari Perkawinan Asu Pundung”, Kertha Wicaksana, Vol. 13, No. 2, 2019, him. 127

4 Juliana Pretty Sanger, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2
UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Lex Administratum, Vol. 3, No. 6, 2015, him.
196

® Erni Herawati, Status Anak Menurut Hukum, diakses dari https://business-
law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/, Pada tanggal 5 September 2023, Pukul
09.30 WIB



https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/
https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/

hanya dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.®
Terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dikatakan sebagai
perkawinan yang tidak sah karena belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama
atau Kantor Catatan Sipil sehingga dianggap tidak pernah terjadi peristiwa
hukum yang disebut perkawinan. Hal ini berdampak pada kedudukan anak,
yang mana anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan diangap sebagai
anak luar kawin.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat
perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikabhi,
serta anak-anak tersebut bisa diakui secara sah oleh ayahnya.” Berdasarkan
Pasal 43 UUP menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja dan keluarga ibunya. Maka
jelas bahwa anak di luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan
ayahnya dan keluarga ayahnya yang mengakibatkan anak tersebut tidak
memiliki kekuatan hukum untuk mengetahui kebenaran siapa ayah
biologisnya.

Anak memiliki hak untuk tahu tentang orang tua biologisnya, hal ini ada
kaitannya dengan asal-usul dari sang anak. Asal-usul anak yang dilahirkan

dari perkawinan yang sah dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang

6 Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut

Hukum Perkawinan Nasional”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 11, 2016, him.

899

" Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan, Jakarta:

PT RajaGrafindo Persada, 2016, him. 123



otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.® Suatu perkawinan
apabila tidak dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, perkawinan
ini dapat dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah, maka salah satu cara
yang tepat untuk mencari asal-usul anak bisa dengan jalan putusan atau
penetapan pengadilan. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan tersebut
dengan bukti-bukti yang sah serta berdasarkan dan beralasan hukum.®

Di era globalisasi seperti sekarang hal-hal tabu dan tidak sesuai dengan
budaya Indonesia sudah sering terjadi, seperti halnya kehamilan di luar
perkawinan yang semakin lama semakin meningkat baik dikalangan dewasa
maupun remaja. Hal ini menimbulkan kerugian bagi yang melakukannya, baik
dari pihak laki-laki dan perempuan bahkan kerugian tersebut juga berakibat
pada calon bayi yang berada di dalam kandungan.

Peristiwa kehamilan di luar perkawinan ini biasanya terjadi dengan
ketidaksiapan antara laki-laki dan perempuan yang melakukannya, sehingga
kerap kali peristiwa ini menimbulkan permasalahan dimana laki-laki yang
melakukannya tidak mau bertanggung jawab dengan dalih itu bukan
perbuatannya dan ketika anak tersebut lahir, anak itu tidak di akui sebagai
anaknya.

Sama halnya dengan kasus putusan nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng.
Putusan ini adalah putusan tentang gugatan pengakuan anak, yang mana pihak

yang melakukan gugatan adalalah Wenny Ariani Kusuma Wardani selaku

8 Rahmawati, Muh. Thamrin, “Penetapan Status Anak Dari Perkawinan Dibawah
Tangan”, Ajudikasi: Jurnal llmu Hukum, Vol. 5, No. 2, 2021, him. 155

® Asrofi, Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif,
diakses dari https://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-
dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif, Pada tanggal 7 September 2023, Pukul 14.43 WIB



https://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif
https://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif

Penggugat terhadap Rezky Aditya Dradjamoko selaku Tergugat. Berawal dari
pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Juni 2012 di
Jakarta yang pada saat itu membahas untuk menjual rumah milik Penggugat
kepada Tergugat di Jakarta. Sejak pertemuan tersebut semakin dekat
hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sampai pada kesempatannya
Tergugat sering mengunjungi Penggugat bahkan sampai menginap di rumah
Penggugat yang ada di Jakarta.”

Semakin eratnya hubungan diantara keduanya sampai pada suatu waktu
pihak Tergugat menghamili Penggugat hingga lahir seorang anak perempuan
bernama Naira Kaemita Tarekat di Jakarta tanggal 03 Maret 2013, akan tetapi
Tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk bertanggung jawab menikahi
Penggugat sampai detik ini, sehingga secara hukum anak dari hubungan antara
Penggugat dan Tergugat dicap sebagai anak hasil luar perkawinan dengan
status tidak memiliki ayah kandung. Naira Kaemita Tarekat yang merupakan
anak biologis Tergugat ditelantarkan oleh Tergugat sejak Tergugat
menghilang tanpa kabar dan hingga hingga sekarangpun Tergugat tidak
mengakui Naira Kaemita Tarekat sebagai anak kandungnya.*!

Dari putusan tingkat pertama tersebut, Pengadilan Negeri Tanggerang
dalam amar putusannya menolak gugatan dari Wenny Ariani Kusuma
Wardani (Penggugat).'? Hasil putusan tersebut menimbulkan akibat hukum
yaitu anak yang lahir dari hasil luar perkawinan tersebut bukan merupakan

anak biologis dari Rezky Aditya Dradjamoko (Tergugat).

10 putusan Pengadilan Negeri Tanggerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN. Tng
1 bid
12 1bid



Tidak puas dari hasil putusan pertama tersebut, maka pihak Penggugat
yaitu Wenny Ariani Kusuma Wardani (Pembanding) mengajukan banding
terhadap Rezky Aditya Dradjamoko (Terbanding) di Pengadilan Tinggi
Banten dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2022/PT BTN. Dalam memori
banding, Pembanding merasa keberatan mengenai hasil putusan nomor
746/Pdt.G/2021/PN Tng yang menolak gugatannya. Pembanding menilai
Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak berdasarkan asas keadilan,
serta tidak mempertimbangkan dari keterangan para saksi. Setelah
mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding, Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan putusan antara lain,
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanggerang No. 746/Pdt.G/2021/PN
Tng, menerima gugatan Penggugat/Pembanding sebagian, menetapkan
seorang anak yaitu Naira Kaemita Tarekat adalah anak biologis dari
Tergugat/Terbanding selama ia  Tergugat/Terbanding tidak  dapat
membuktikannya.t3

Berkaitan dengan hasil putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut, maka
Tergugat/Terbanding yaitu Rezky Aditya Dradjamoko (Pemohon Kasasi)
mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Pemohon kasasi
menilai hasil putusan tersebut tidak menjamin suatu kepastian hukum. Dalam
memori kasasi, Pemohon Kasasi tidak merasa dan yakin melakukan perbuatan

melawan hukum tersebut. Setelah mempertimbangkan memori kasasi yang

13 putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN



diajukan oleh Pemohon Kasasi, Hakim Mahkamah Agung dalam amar
putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Hal yang menarik dari putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1055
K/Pdt/2023 adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan
status ayah biologis dari anak hasil luar perkawinan. Putusan yang telah
ditetapkan oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi ini, yang mana hakim
Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Rezky
Adiya Dradjamoko (Pemohon Kasasi). Akibat hukum dari hasil putusan
tersebut adalah Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) tetap
merupakan ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh Termohon Kasasi
(semula Penggugat/Tergugat). Disamping itu Pemohon Kasasi belum
mengakui bahwa anak yang lahir tersebut merupakan anak biologisnya dan
sejak putusan pertama hingga kasasi, Pemohon Kasasi belum melakukan tes
DNA (deoxyribonucleic acid) dan atau paternity.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka
penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai
keabsahan anak luar kawin serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor
1055 K/Pdt/2023 secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul:
“Penetapan Status Ayah Biologis Dari Anak Hasil Luar Perkawinan

(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023)”

14 pytusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka
permasalahan yang terkait mengenai penetapan status ayah biologis dari anak
hasil luar perkawinan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana keabsahan anak yang lahir di luar perkawinan untuk bisa
diberikan penetapan ayah biologis berdasarkan putusan Mahkamah
Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai penetapan status ayah
biologis dari anak hasil luar perkawinan berdasarkan putusan

Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui jawaban-jawaban dari
permasalahan yang telah dirumuskan, oleh karena itu tujuan penelitian ini
adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan anak yang lahir di luar
perkawinan untuk bisa diberikan penetapan ayah biologis berdasarkan
putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai
penetapan status ayah biologis dari anak hasil luar perkawinan

berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023.



D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan
referensi dan peningkatan akademisi dibidang ilmu hukum khususnya
dibidang hukum perdata.
b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan di
Universitas Sriwijaya, terutama pada Fakultas Hukum, khususnya
memberikan gambaran tentang penetapan status ayah biologis dari

anak hasil luar perkawinan.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi serta
pemahaman tentang penetapan status ayah biologis pada kasus anak di
luar perkawinan serta akibat hukum dari melakukan hubungan di luar
perkawinan.
b. Bagi para penegak hukum khususnya hakim, hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi agar tidak
mengesampingkan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan

didalam setiap putusan yang dibuat.
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E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah penelitian hukum khususnya
bidang hukum perdata, penulis akan fokus membahas putusan tentang
penetapan status ayah biologis dari anak hasil luar perkawinan, yaitu perkara

nomor 1055 K/Pdt/2023.

F. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

Kerangka Konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep sebagai
satu kesatuan utuh, yang membentuk suatu wawasan untuk dijadikan sebagai
landasan, acuan, dan pedoman dalam suatu penelitian.’® Kerangka teori
merupakan sub bahasan awal pada saat persiapan penelitain yang
keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika hendak menganalisis segala
permasalahan penelitian, termasuk melakukan penelitian di bidang hukum.®
Adapun kerangka konseptual dan teori yang digunakan dalam penelitian ini

antara lain:

1. Konsep Anak Dalam Perkawinan
Anak adalah hal yang penting dalam keluarga, yang mana keluarga
memiliki kewajiban dalam mendidik dan memberikan peluang kepada
anak untuk belajar tingkah laku yang baik demi perkembangan kehidupan
yang layak. Status hukum seorang anak dalam hukum keluarga berkaitan

erat atau bahkan secara mutlak ditentukan oleh sah dan tidaknya

15 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Nusa Tenggara Barat: Mataram University
Press, 2020, him. 42
18 1bid., him. 39-40
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perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya.'’ Berdasarkan
ketentuan hukum perdata, berkaitan dengan anak dapat dibedakan 2 (dua)
macam anak dalam perkawinan, yaitu:

1. Anak Yang Sah

Berdasarkan Pasal 42 UUP menjelaskan bahwa anak yang sah
adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari
perkawinan yang sah. Yang dimaksud perkawinan yang sah adalah
perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan
kepercayaan masing-masing pihak serta tercatat baik di Kantor Urusan
Agama maupun Kantor Catatan Sipil menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI)
menjelaskan tentang anak yang sah yaitu anak yang sah tidak hanya
anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah, tetapi juga anak
yang merupakan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim
dan dilahirkan oleh istri tersebut.

2. Anak Luar Perkawinan

Berdasarkan Pasal 43 UUP menjelaskan bahwa anak luar kawin
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya. Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hasil hubungan

laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah

17 Beby Sendy, dkk, Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat, Yogyakarta:
Jejak Pustaka, 2022, him. 30
18 Rosnidar Sembiring, Op, Cit., him. 150
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menurut hukum agama dan undang-undang yang berlaku.'® Anak luar

kawin dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

a. Anak zina, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara
seorang pria dan seorang wanita dimana salah satu atau keduanya
masih terikat dengan perkawinan lain.

b. Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara
seorang pria dengan seorang wanita yang menurut undang-
undang tidak dibolehkan melakukan perkawinan satu sama lain.

c. Anak alami, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi

kedua orang tuanya tidak terikat dengan perkawinan lain.?

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya
yang dilakukan untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan semua
kepentingan dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya benturan antar
kepentingan sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum.?

Perlindungan hukum bertujuan melindungi hak-hak setiap manusia
serta sebagai perlindungan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh
haknya yang berdasarkan oleh ketentuan undang-undang. Perlindungan

hukum yang lahir dari norma-norma hukum yang ada di masyarakat pada

19 M. Hajir Susanto, dkk, “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif
Hukum Islam”, Justisi, Vol. 7, No. 2, 2021, him. 105

20 Rosnidar Sembiring, Op, Cit., him. 129

21 Satjipto Raharjo, llmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53-54
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hakikatnya merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat yang bertujuan
untuk mengatur hubungan di antara individu dalam masyarakata serta
antar individu dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan
masyarakat.

Menurut Philips M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu
tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan
hukum preventif merupakan sarana dalam memberikan kesempatan
kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya
sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
Perlindungan hukum preventif ini memiliki tujuan guna mencegah
terjadinya sengketa atau permasalahan.?

Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan
sengketa atau permasalahan yang timbul. Perlindungan hukum represif
merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang
bertitik dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia. Mengenai konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ini ditujukan kepada
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan
pemerintah.?

Perlindungan hukum tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri yaitu

melindungi kepentingan manusia. Hukum memberikan perlindungan

22 Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah, “Perlindungan Hukum Preventif dan
Represif bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai”, Privat Law,
Vol. 9 No. 1, 2021, him. 222-223

2 |bid
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kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya,

sedangkan manusia juga harus bisa melindungi kepentingan orang lain.

Adapun fungsi dari perlindungan hukum dalam kaitannya dengan fungsi

hukum adalah sebagai berikut:*

1. Direktif, yaitu sebagai petunjuk dalam membangun masyarakat yang
ingin dicapai sesuai dengan tujuan dalam kehidupan bernegara.

2. Integratif, yaitu sebagai pembina kesatuan negara.

3. Stabilitatif, yaitu sebagai menjaga dan membentuk kehidupan
bernegara dan bermasyarakat yang selaras, serasi, dan seimbang.

4. Perfektif, yaitu penyempurna dalam hal sikap tindak administasi
negara dan warga negara jika terjadi pertentangan dalam kehidupan
bernegara dan bermasyarakat.

5. Korektif, yaitu pengoreksi jika terjadi pertentangan hak dan kewajiban
untuk mendapatkan keadilan terkait sikap tindak administrasi negara

maupun warga negara.

3. Teori Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim merupakan pendapat serta pemikiran para hakim
dalam menjatuhkan suatu putusan dengan mempertimbangkan hal-hal
yang dapat meringankan serta memberatkan pelaku. Dalam menjatuhkan
putusan hakim harus mempertimbangkan baik didasarkan pada

pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang artinya hakim tidak hanya

2 Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan
Pemerintah, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, him. 97



15

melihat dari kepentingan korban saja tetapi juga melihat dari keadaan

terdakwa serta keluarganya karena tujuan dalam putusan hakim harus

mencapai keadilan.

Esensi dari pertimbangan hakim sama seperti hukum yang dibuat oleh
hakim. Dalam lembaga peradilan, hakim menjadi peran yang sentral.
Tujuan hakim memberikan pertimbangan pada suatu putusan karena dalam
putusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang bernilai.
Pertimbangan yang bernilai oleh hakim berarti pertimbangan tersebut
memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika unsur
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terjadi benturan, maka unsur
keadilan-lah yang harus hakim prioritaskan.?®

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang hakim gunakan untuk
mempertimbangkan suatu putusan, teori tersebut antara lain sebagai
berikut:°
1. Teori keseimbangan, yang berarti adanya keseimbangan antara

undang-undang dan kepentingan para pihak dalam suatu perkara.

2. Teori Ratio Decidendi, didasarkan pada landasan filsafat dengan
mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan perkara,
kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan
perkara yang disengketakan sebagai landasan hukum dalam

menjatuhkan putusan. Disamping itu, pertimbangan hakim harus

%5 Umar Haris Sanjaya, “Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus
Hak Asuh Anak”, Yuridika: Jurnal llmu Hukum, Vol. 30, No. 2, 2015, him. 133

% Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,
Jakarta: Sinar Grafika, 2011, him. 102
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memiliki tujuan yang jelas demi tegaknya hukum dan keadilan bagi
para pihak yang berperkara.

3. Teori pendekatan seni dan intuisi, yang berarti dalam menjatuhkan
putusan hakim harus memberikan hukuman yang sesuai dan hakim
harus dapat menyesuaikan dengan keadaan.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yang berbunyi:

(1)Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab
atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

(2)Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan
dasar hukum yang tepat.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa, hakim dalam memutuskan suatu

perkara harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak

menyimpang dengan kaidah hukum yang berlaku serta harus dapat

diterima oleh semua pihak.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian merujuk pada data serta bahan tertulis yang berkaitan
dengan topik pembahasan yang diteliti. Oleh karena itu dalam menyusun
karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan
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dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang
mencakup penelitian asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, sistematika hukum, serta

sinkronisasi hukum.?’

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian  bertujuan membantu peneliti  dalam
menanggapi rumusan masalah serta sebagai dasar untuk menentukan
metode dalam pengumpulan, analisis, serta interpretasi data.?® Adapun
pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)
Pendekatan ini digunakan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum
yang diteliti oleh penulis.?®
b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang
berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti yang sudah

menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kajian utama dari

27 Jonaedi Efendi, Johnny lbrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,
Jakarta: Kencana, 2018, him. 129.

ZBambang Sunarto, Pendekatan Dalam Penelitian, diakses dari  https:/sipadu.isi-
ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp_108920.pdf , Pada tanggal 30 Agustus 2023, Pukul 13.53 WIB

29 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017, him. 137



https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp_108920.pdf
https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp_108920.pdf
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pendekatan kasus ini adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.*°

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian ini jenis data yang penulis gunakan berupa data
sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier antara lain:
a. Bahan Hukum Primer
Secara umum bahan hukum primer adalah bahan hukum utama
yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,
dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak
5. Kompilasi Hukum Islam
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 Tentang
Pengakuan Anak Hasil Hubungan Di luar Perkawinan
7. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng Tentang Pengakuan

Anak Hasil Hubungan Di luar Perkawinan

30Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok: Rajawali Pers,
2018, him. 165
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8. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN Tentang Pengakuan
Anak Hasil Hubungan Di luar Perkawinan
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Tentang Uji Materil Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum
yang merupakan dokumen yang tidak resmi terdiri atas buku-buku
teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan hakim.3! Dalam penelitian ini bahan hukum
sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang sudah tersedia di
perpustakaan. Studi dokumen tersebut berupa hasil penelitian, hasil
karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, artikel dari internet, pendapat-
pendapat para sarjana, website, dan buku yang terkait dengan
permasalahan dalam penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Penelitian ini, penulis memakai bahan hukum tersier yang terdiri atas
kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan

ensiklopedia.

81 Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta; Sinar Grafika, 2014, him. 54
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pada umumnya dalam penelitian normatif teknik pengumpulan bahan
hukum diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan.®? Pada
penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah
studi kepustakaan yang diperoleh dari data sekunder melalui buku-buku
hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, peraturan perundang-undangan, serta

putusan hakim yang terkait dengan isu penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum dapat dilakukan secara bertahap dari awal
penelitian sampai akhir penelitian. Pada penelitian ini, teknik analisis
bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu teknik
analisis yang menjelaskan serta menguraikan permasalahan-permasalahan
yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari permasalahan tersebut
didapatlah jawaban-jawaban, yang mana jawaban tersebut disusun secara

runtut dalam bentuk kalimat ilmiah yang sistematis.*

6. Penarikan Kesimpulan
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode berpikir induktif
sebagai teknik penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan induktif

merupakan penarikan kesimpulan dimana penulis menjelaskan terlebih

32 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara
Media, 2019, him. 120

33 Hari Sutra Disemadi, “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi
Penelitian Hukum”, Journal of Judical Review, Vol. 24, No. 2, 2022, him. 293.
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dahulu dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian untuk dapat ditarik
kesimpulan penulis akan menjelaskan ke hal-hal yang bersifat umum
sehingga didapat inti dari suatu pembahasan yang diteliti.>* Oleh karena
itu, dalam penelitian ini secara khusus ditemukan anak yang lahir di luar
perkawinan dapat diberikan penetapan terhadap ayahnya secara biologis,
kemudian secara umum ditemukan dalam menetapkan status ayah biologis
dari anak yang lahir di luar perkawinan didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan hakim yang sah serta berdasarkan dan beralasan hukum.

34 Muhaimin, Op. Cit., him. 109
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